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DASAR HUKUM JDIH 

10 April 2010

ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  

KECAMATAN & KELURAHAN SE-KABUPATEN MAGELANG  



07 Juni 2013

Aktivasi

JDIH-SKPD



PENGELOLAAN 

JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM



PENGERTIAN JDIH

JDIHN adalah wadah pendayagunaan 

bersama atas dokumen hukum secara 

tertib, terpadu, dan 

berkesinambungan, serta merupakan 

sarana pemberian pelayanan informasi 

hukum secara lengkap, akurat, mudah, 

dan cepat.



DASAR HUKUM  JDIH

1. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

82);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam

Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar

Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

4. Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2010 tentang Jaringan

Dokumentasi dan informasi Hukum Kabupaten Magelang;



Target .. !!
❑ Terdapat personil pengelola JDIH pada SKPD

❑ Tertatanya peraturan yang ada pada masing 
masing SKPD sesuai  pedoman teknis 
pengelolaan JDIH

❑ Pertemuan berkala secara periodik 

❑ Pemanfaatan TI



Anggota JDIH 

Kabupaten Magelang

21 Kecamatan
5  Kelurahan

34 SKPD



Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2010 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum 

Kabupaten Magelang

Pasal  10

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan

informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai

dengan sistem yang telah ditetapkan;

b. memberikan informasi, menyebarluaskan bahan

dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan

kepada PJDIH dan/atau antar anggota jaringan;

c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH

kepada PJDIH.



Website - JDIH
Alamat : 

www.jdih.magelangkab.go.id



Pembinaan Bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), melalui: 

(Psl 15)

• pemberian bimbingan pengelolaan JDIH 

Kabupaten/Kota;

• penyediaan sarana dan prasarana JDIH 

Kabupaten/Kota; dan

• pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH 

Kabupaten/Kota secara berkala.

PERMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

DAN PEMERINTAH DAERAH



MODEL PEMBINAAN JDIH

• Tahun 2008-2009 model pembinaan JDIH 
dilakukan dengan kunjungan ke Kec. & 
Kelurahan.

• Tahun 2010 perubahan format pelaksanaan 
pembinaan dengan dilakukan Pertemuan 
Berkala Petugas Pengelola JDIH Kec./Kel. dan 
SKPD.

• Pertemuan Berkala dilaksanakan 

secara bergilir di Instansi anggota 

jaringan.



BEBERAPA PERMASALAHAN
DALAM PENGELOLAAN JDIH

1. Dokumen hukum belum didayagunakan 

secara tertib, terpadu dan 

berkesinambungan;

2. SDM yang mau dan mampu;

3. Sarana dan prasarana belum memadai;

4. Teknis pengelolaan/Mekanisme kerja;

5. Perhatian dari pimpinan;

6. Anggaran/dana.







REKAPITULASI

LAPORAN  PENGELOLAAN 

JDIH 

KECAMATAN, KELURAHAN

& SKPD



Matur nuwun


